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PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR /F TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa beban kerja terhadap perangkat daerah
baik unit kerja maupun susunan organisasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf
a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomar 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang MNomor 54 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4388);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

5. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1884 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negerl Sipil
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarclangun Nomor 02 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretaniat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 02)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomeor 08),



Menetapkan
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor
02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris
Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor
02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sarolangun Momor 02 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kera Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08) beberapa ketentuan diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Huruf ¢ angka 3 dan ayat (2) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
{1). Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun terdiri dari :
d. Bagian Persidangan terdiri dari :
1. Subbag Risalah dan Notulen
2. Subbag Rapat dan Kepanitiaan
3. Subbag Komisi dan Fraksi.

(2). Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;
Pasal 37
Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

persidangan, persiapan kegiatan rapat kepanitiaan serta membantu tugas
Komisi dan Fraksi.

3. Ketentuan Pasal 38 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian
Persidangan menyelenggarakan Fungsi :
e. membantu tugas Komisi dan Fraksi.
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Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun
TELAH DITELITI KEBENARANNYA pada tanggal /3 Osimber 2010
Frarmg EABAG RULUR SETDA
it L3 2" TeL. 2ot BUPATI LANGUN,
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Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Pemt=r 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR /7



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR I F TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI|I DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

. PENJELASAN UMUM

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusal ataupun
Daerah lebih diarahkan kepada upaya nghtsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi
Pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih profesional
transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentfralisasi kewenangannya, oleh karena itu
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretaniat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan
konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat
Daerah dilakukan Perubahan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL CUKUP JELAS



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
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NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

KAB. SAROLANGUN
IF TAHUN 2010

SEKRETARIAT DFRD

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TANGGAL 3 pesennber 2010

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG
SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAD
DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

BAGIAN UMUM

_

BAGIAN PERSIDANGAN 4

SUBBAG TATA USAHA

SUBBAG RUMAH TANGGA

SUBBAG RISALAH DAN
NOTULEN

DAN PERLENGKAFPAN

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG RAPAT DAN
KEPANITIAAN

SUBBAG KOMISI DAN FRAKSI

% BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
|

SUBBAG PENYUSUNAN
DAN PENGAJIAN HUKUM

=

SUBBAG DOKUMENTASI DAN
PERPUSTAKAAN

sSUBBACG HUMAS DAN
PROTOROLER
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EARAG RDEVE SETS.
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